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ABSTRAK : bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat 

Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh; 

  bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 

Kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022; 

 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 

Negara Republik Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169); PP Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4450); Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 



Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 108); Permenpan dan rb Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan 

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1571); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian 

Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 17 Tahun  

2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1153); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata   

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1236). 

  Dalam Keputusan KPU Nomor 17 Tahun 2022 tentang : Menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 29/Pw.01/15/2021 tentang Satuan Tugas 

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. 

 
  CATATAN : - Keputsan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2022; 

- Lampiran 11 Halaman. 

 


